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ABSTRACT

Fixed assets owned by the local government as a result of capital expenditure is a key condition in providing public services. To increase fixed assets, local governments allocate funds in the form of capital expenditures in APBD. The purpose of this research is to prove empirically the influence of economic growth (PDRB), Local Revenue, General Allocation Fund, and Special Allocation Fund to allocation of capital expenditure.

The population of this research is the realization report of Regional Budget (APBD) covering realization of economic growth (PDRB), Locally-generated revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) and capital expenditure realization in 35 Regency / City in Central Java Province during 2015 to 2016. The sampling technique of this research using Census method (saturated samples).

The result of research is the influence of economic growth or significant positive GDP to capital expenditure, this is indicated by the value of significance 0.010, because the value of the analysis results below 5% (α < 0.05). The influence of local revenue is significant positive to capital expenditure, this is indicated by the significance value of 0.003, so it is concluded that the hypothesis accepted or reject Ha. The effect of General Allocation Fund is positively insignificant to capital expenditure, with a significance value of 0.647, because the value of the above analysis is 5% (α > 0,05). And the influence of Special Allocation Fund negative is not significant to capital expenditure, with the value of significance 0,526, because value of analysis result above 5%, so concluded that hypothesis rejected or accept Ha.
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PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Juli P. Saragih (2008) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan.
Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan (Kuncoro, 2004). 
Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari laba perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Menurut Mardiasmo (2002) saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah. Keterbatasan infrastruktur seperti sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk investasi menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya alokasi PAD terhadap anggaran belanja modal, apakah karena PAD yang rendah atau alokasi yang kurang tepat. Tetapi yang menarik bahwa sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis. 

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya di dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Konsekuensi akibat penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mengakibatkan perlunya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang menyebabkan terjadinya transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana tersebut untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang mungkin tidak penting.
Dana Alokasi Khusus, merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke daerah kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung tersedianya dana dalam APBN (Suparmoko, 2002). Kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan rumus dana alokasi umum, dan atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Selain pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU, DAK juga memiliki pengaruh terhadap anggaran belanja modal, karena DAK ini juga cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dalam penelitian ini diambil judul: “Analisis Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Modal (Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah).”
Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan di antaranya:
1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi (PDRB) terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2016?

2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2016?

3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2016?

4. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2016?

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN RUMUSAN HIPOTESIS
1. Pengaruh pertumbuhan ekonomi (PDRB) terhadap belanja modal
Pertumbuhan ekonomi merupakan angka yang menujukkan kenaikan kegiatan perekonomian suatu daerah setiap tahunnya. Tanggung jawab agen (pemerintah daerah) kepada prinsipal (masyarakat) adalah memberikan pelayanan publik (public service) yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja modal. Karena pertumbuhan ekonomi yang baik harus  didukung dengan infrastruktur atau sarana prasarana yang memadai guna memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat. Sedangkan sarana dan prasarana tersebut didapatkan dari anggaran belanja modal yang sudah dianggarkan setiap tahunnya dalam APBD. Sehingga semakin tinggi tingkat pertumbuhan perekonomian tentu akan mengakibatkan bertumbuhnya investasi modal swasta maupun pemerintah. Hal inilah yang mengakibatkan pemerintah lebih leluasa dalam menyusun anggaran belanja modal (Abdullah & Halim, 2006). Pertumbuhan Ekonomi adalah sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian daerah dari tahun ke tahun berikutnya diproksikan dengan PDRB, semakin tinggi PDRB suatu daerah berarti pertumbuhan ekonomi semakin meningkat yang mengakibatkan anggaran belanja modal yang semakin dinamis.  
Farah Marta Yovita (2011) hasil penelitian adalah Pertumbuhan  Ekonomi yang diproksikan ke dalam PDRB berpengaruh signifikan positif dan terhadap Alokasi Belanja Modal. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan dan perbaikan infrastruktur untuk pelayanan kepada publik dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah (Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007). 
H1
: 
Ada pengaruh signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal.
2. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal
Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanakan kebijakannya sebagai daerah otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan pendapatan daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan kebijakan otonomi. Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal (Darwanto & Yustikasari, 2007). Abdullah & Halim (2004) menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis. Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap anggaran belanja modal oleh pemerintah. Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002).

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal (Darwanto dan Yulia Yustikasi, 2007). Penelitian Pungky Ardhani (2011), Miardi Nurzen (2016) dan Priya Adiwiyana (2011) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.  Berdasarkan bukti empiris tersebut, peningkatan PAD dapat mempengaruhi pemerintah dalam pengalokasian anggaran belanja modal. Selain itu, temuan tersebut mengidikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor dalam anggaran belanja modal. 

H2
: 
Ada pengaruh signifikan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal.

3. Pengaruh dana lokasi umum daerah terhadap belanja modal
Dana  Alokasi  Umum  adalah  dana  yang  berasal  dari  APBN  yang dialokasikan  dengan  tujuan  untuk  pemerataan  keuangan  antar  daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Abdullah & Halim, 2006).

Penelitian Priya Adiwiyana (2011), Miardi Nurzen (2016) dan Pungky Ardhani (2011) hasilnya dijelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Penelitian David  Harianto dan Priyo Hari Adi (2007) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja modal, hasil penelitian ini serupa dengan penelitian Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAU dan belanja modal. Bukti tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi DAU yang diterima daerah maka akan semakin tinggi pula belanja modalnya. Dengan desentralisasi, pemerintah daerah mampu mengoptimalkan kemampuan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU.

H3
:
Ada pengaruh signifikan dana alokasi umum terhadap belanja modal.
4. Pengaruh dana lokasi khusus daerah terhadap belanja modal
DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal.

Pemerintah Pusat memberi pendelegasian wewenang kepada Pemerintah Daerah disertai dengan pengalihan dana, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia. Pengalihan dana diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah asset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

H4
: 
Ada pengaruh signifikan dana alokasi khusus terhadap belanja modal.
METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Salah satu langkah yang perlu diambil dalam melaksanakan suatu penelitian adalah menentukan populasi dan sampel dari objek penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Populasi dari penelitian ini adalah laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang meliputi realisasi pertumbuhan ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi khusus (DAK) dan realisasi anggaran belanja modal pada 35 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah selama tahun 2015 sampai dengan 2016.
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Sensus (sampel jenuh). Metode Sensus adalah semua populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2013). Penelitian ini menggunakan data panel yaitu data time series dan cross-sectional. Jumlah data yang digunakan adalah 35 Kabupaten/Kota dikalikan dengan tahun pengamatan selama 2 tahun (2015 dan 2016) sehingga menjadi 35 x 2 = 70 data observasi pengamatan.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode/studi pustaka atau studi dokumentasi, yaitu metode untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan merangkum data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.
Analisis Regresi Berganda

Log (BMit) = α + β1 log (PEit) + β2 log (PADit) + β3 log (DAUit) + β4 log (DAKit) + ℮it
Di mana:

BM
:
alokasi anggaran Belanja Modal.
α
:
konstanta.

β1
:
koefisien regresi dari Pertumbuhan Ekonomi (PDRB).

β2
:
koefisien regresi dari Pendapatan Asli Daerah.
Β3
:
koefisien regresi dari Dana Alokasi Umum.

Β4
:
koefisien regresi dari Dana Alokasi Khusus.

i
:
Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

t
:
Tahun pengamatan (2015 dan 2016).

PE
: 
Pertumbuhan Ekonomi (PDRB).

PAD
:
Pendapatan Asli Daerah.

DAU
:
Dana Alokasi Umum.
DAK
:
Dana Alokasi Khusus.
ε
:
error of term (kesalahan pengganggu).
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah
Penyataan hipotesis pertama diharapkan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan tabel 16 hasil pengujian statistik menunjukkan tingkat signifikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,010 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 (0,010 < 0,05). Hal ini membuktikan hasil penelitian bahwa pertumbuhan ekonomi (PDRB) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Tengah.

Tanggung jawab agen (pemerintah daerah) kepada prinsipal (masyarakat) adalah memberikan pelayanan publik (public service) yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja modal. Karena pertumbuhan ekonomi yang baik harus  didukung dengan infrastruktur atau sarana prasarana yang memadai guna memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat. Sedangkan sarana dan prasarana tersebut didapatkan dari anggaran belanja modal yang sudah dianggarkan setiap tahunnya dalam APBD. Dengan demikian, ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengang belanja modal. Biasanya bila pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik, maka pemerintah daerah setempat akan terus meningkatkan alokasi belanja modalnya dari tahun ke tahun guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada saat tahun anggaran.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan, hal ini diperlukan berhubungan dengan kenyataan adanya pertambahan penduduk. Bertambahnya penduduk dengan sendirinya menambah kebutuhannya akan pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan pelayanan kesehatan. Pertumbuhan ekonomi di samping dapat berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita, pada akhirnya juga akan berpengaruh pada pendapatan pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh angka pada PDRB atas dasar harga konstan 2000 merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan (BPS, 2017).
Faktor-faktor tersebut adalah sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan. Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan semakin tinggi tingkat pertumbuhan perekonomian tentu akan mengakibatkan bertumbuhnya pengalokasian belanja modal diKabupaten/Kota tersebut. Hal inilah mengakibatkan pemerintah lebih leluasa dalam menyusun anggaran belanja modal.
Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintahan daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial (Abdullah dan Halim, 2006).

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan dan perbaikan infrastruktur untuk pelayanan kepada publik dapat memacu pertumbuhan ekonomi (PDRB) daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2015 – 2016.
Penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Farah Marta Yovita (2011) yang mengatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi  berpengaruh signifikan positif dan terhadap Belanja Modal. Tetapi penelitian ini bertentangan hasil penelitian Miardi Nurzen (2016), Priya Adiwiyana (2011), Pungky Ardhani (2011), Sugiartiana (2010) yang mengatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi (yang diproksikan ke dalam PDRB) berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal.
2.
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah
Penyataan hipotesis kedua diharapkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Tengah. Hasil pengujian statistik (berdasarkan tabel 16) menunjukkan tingkat signifikan pendapatan asli daerah sebesar 0,003 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 (0,003 < 0,05). Berarti hal ini membuktikan hasil penelitian bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Tengah.

Dengan ditetapkannya pertama UU Nomor 22/1999, pemerintah di daerah mendapat kewenangan ”riil” yang lebih besar dalam mengatur dirinya sendiri. Hal ini menimbulkan peningkatan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan (penyediaan barang publik dan pembangunan ekonomi) di tingkat daerah yang sangat besar, khususnya pada bidang pendidikan yang merupakan unsur esensial dalam pembangunan daerah dan telah menjadi salah satu bagian utama kebutuhan penduduk. Namun, kemampuan daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan  tersebut dapat dikatakan sangat terbatas, mengingat peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah dalam penerimaan APBD daerah  kota/kabupaten dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) serta kemampuan manajemen sektor pendidikan di tingkat daerah masih sangat terbatas.  
Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap anggaran cukup besar terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis. Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap anggaran belanja modal oleh pemerintah. Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002).
Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai Kewenangan Daerah Otonom  untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan, aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan  perundang-undangan. Kewenangan untuk mengatur diri sendiri itu luas, nyata dan bertanggung jawab (Halim, 2006).  
Berdasarkan bukti empiris tersebut, peningkatan PAD dapat mempengaruhi pemerintah dalam anggaran belanja modal. Selain itu, temuan tersebut mengidikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor dalam anggaran belanja modal. 

Penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Pungky Ardhani (2011), Miardi Nurzen (2016) dan Priya Adiwiyana (2011) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Tetapi penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Sugiartiana (2010) yang mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal. 

3.
Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah
Penyataan hipotesis ketiga diharapkan bahwa dana alokasi umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Tengah, tetapi hasil pengujian statistik (berdasarkan tabel 16) menunjukkan tingkat signifikan dana alokasi umum sebesar 0,647 yang berarti lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 (0,647 > 0,05), sehingga hasil penelitian ini adalah dana alokasi umum berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah sangat bergantung pada dana perimbangan dari Pemerintah Pusat berupa bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan penyangga utama pembiayaan APBD sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, sehingga belanja untuk belanja modal termasuk proyek-proyek pembangunan menjadi sangat berkurang.
DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antar daerah yang maju dan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. DAU bersifat “Block Grant” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan.

Kebijakan perimbangan keuangan mempunyai implikasi terhadap semakin besarnya kesenjangan kemampuan keuangan antar daerah, khususnya karena kebijakan pembagian penerimaan sumber daya alam yang hanya diperoleh oleh beberapa daerah. Pengaturan DAU diarahkan untuk mengurang kesenjangan tersebut, yang berarti daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang relatif besar akan memperoleh DAU yang relatif kecil demikian pula sebaliknya. Kemampuan daerah untuk melakukan perhitungan DAU yang menjadi bagiannya, akan mempercepat dalam penyusunan APBD tanpa menunggu terbitnya Keppres tentang pembagian APBD tersebut. Yang menjadi permasalahan bagi daerah dalam memperhitungkan bagian DAU tersebut adalah mengenai ketersediaan data yang diperlukan, karena tidak semua data variabel DAU tersebut tersedia di daerah, untuk itu perlu adanya suatu sistem informasi yang mampu mengakomodir kebutuhan daerah terhadap data variabel DAU tersebut. Ketidaktersediaan data dan kelambanan dalam pemberian informasi mengenai data variabel yang diperlukan, dapat menghambat lancarnya penetapan APBD. DAU dapat dikategorikan sebagai transfer tak bersyarat (unconditional grant) atau block grant yang merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintahan yang tidak dikaitkan dengan program pengeluaran tertentu. Tujuan bantuan ini adalah untuk menyediakan dana yang cukup bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Sebagai transfer tak bersyarat atau block grant maka penggunaan dan DAU ditetapkan sendiri oleh daerah. Meskipun demikian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 pasal 15, disebutkan bahwa penggunaan DAU tersebut bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar pada masyarakat. Keutamaan dari penggunaan DAU sebagaimana yang diisyaratkan dalam Undang-undang tersebut, tampaknya tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah daerah mengingat sebagian besar DAU tersebut akan dipergunakan untuk membiayai gaji pegawai, baik pegawai daerah maupun pegawai pusat instansi vertikal yang didaerahkan. Pembiayaan gaji pegawai melalui DAU ini hanyalah merupakan pengalihan pembiayaan dan Subsidi Daerah Otonom menurut peraturan lama, di samping bantuan Inpres. Sebagai bentuk pengalihan pembiayaan dan Subsidi Daerah Otonom dan Inpres menjadi DAU, maka seyogianya bagian dan DAU tersebut setidak-tidaknya harus sama dengan jumlah Subsidi Daerah Otonom dan Inpres yang pernah diterima oleh daerah.

Implementasi DAU sebagai dana pemerataan untuk menunjang kecukupan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di daerah, pada awal pelaksanaan otonomi daerah secara efektif (1 Januari 2001) tidak sejalan secara baik. Hal ini terlihat dari adanya reaksi beberapa daerah terhadap DAU yang diterimanya yang dipandang tidak mampu memenuhi kecukupan dana yang diperlukan. Beberapa kepala daerah, terpaksa melakukan lobi kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan tambahan dana guna menutupi defisit anggaran daerahnya, utamanya daerah-daerah yang tidak dapat memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pinjaman sebagaimana diatur dalam PP Nomor 107 Tahun 2000 tentang “Pinjaman Daerah”. Hal ini menunjukkan gambaran masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, yang mengindikasikan bahwa pada tahun-tahun yang akan datang kondisi ketidakcukupan dana ini akan terus ada. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah pusat harus mampu menciptakan kebijakan dan program yang dapat mengembangkan potensi untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Struktur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah perlu untuk ditujukan kepada arah yang lebih mempromosikan kemampuan keuangan daerah, yang berorientasi pada sumber-sumber pendapatan daerah sendiri sebagai sumber penerimaan yang utama.
Dana Alokasi Umum merupakan bantuan dan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui transfer untuk membantu keuangan daerah (PP Nomor 104 Tahun 2000, pasal 15). Transfer dan Pempus penting untuk Pemda dalam menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu, tujuan transfer adalah mengurangi kesenjangan keuangan horisontal antar-daerah, mengurangi kesenjangan vertikal Pusat-Daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar-daerah, dan untuk menciptakan stabilisasi aktivitas perekonomian di daerah. Di Indonesia termasuk Provinsi Jawa Tengah, bentuk transfer yang paling penting adalah DAU dan DAK, selain bagi hasil (revenue sharing). Transfer atau grants dari pemerintah pusat secara garis besar dapat dibagi dua, yakni matching grant dan non-matching grant. Kedua grants tersebut digunakan oleh Pemda untuk memenuhi belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja rutin adalah belanja yang sifatnya terjadi terus menerus berulang untuk setiap tahun fiskal dan umumnya tidak menghasilkan wujud fisik (contoh belanja gaji dan honorarium pegawai), sementara belanja pembangunan umumnya menghasilkan wujud fisik, seperti jalan, jalan bebas hambatan (highway), jembatan, gedung, pengadaan jaringan listrik dan air minum, dan sebagainya. Belanja pembangunan non fisik di antaranya mencakup pendidikan, pelayanan kesehatan dan pemeliharaan keamanan masyarakat (Sampurna B., 2005).
Dana Alokasi Umum seharusnya digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.
Bukti tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi DAU yang diterima daerah maka seharusnya akan semakin tinggi pula belanja modalnya. Dengan desentralisasi, pemerintah daerah mampu mengoptimalkan kemampuan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Walaupun dengan adanya kenaikan nilai DAU menjadikan nilai alokasi belanja modal naik pula, tetapi dalam penelitian ini DAU berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal.
Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Miardi Nurzen (2016), Priya Adiwiyana (2011), Pungky Ardhani (2011), dan Sugiartiana (2010) yang mengatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan positif dan terhadap Belanja Modal. 
4.
Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah
Penyataan hipotesis keempat diharapkan bahwa dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Tengah, tetapi hasil pengujian statistik (berdasarkan tabel 16) menunjukkan hasil uji t test sebesar -0,638 dengan tingkat signifikan sebesar 0,526 yang berarti lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 (0,526 > 0,05), sehingga hasil penelitian ini adalah dana alokasi khusus berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Tengah.

Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Dengan adanya DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.
Pemerintah pusat sudah melakukan yang terbaik untuk daerah karena DAK diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan yang di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah, karena DAK merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke daerah kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung tersedianya dana dalam APBN.
Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa DAK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Artinya jika nilai DAK naik maka belanja modal menjadi menurun (seharusnya jika nilai DAK naik maka alokasi belanja modal meningkat pula). Akan tetapi dalam penelitian ini nilai DAK naik tetapi justru menurunkan nilai alokasi belanja modal dan juga tidak mempengaruhi terhadap pengalokasikan belanja modal pada rata-rata di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2015 sampai 2016.
Penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Pungky Ardhani (2011) yang mengatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal. Belum ada yang meneliti dengan hasil penelitiannya yang mengatakan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1.
Pengaruh pertumbuhan ekonomi atau PDRB (X1) positif signifikan terhadap belanja modal (Y), hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,010, karena nilai hasil analisis tersebut di bawah 5% (α < 0,05). Hal  ini dikarenakan Pemerintah Daerah di Masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sudah memiliki kebijakan dalam membuat anggaran Belanja Modal, sehingga memungkinkan Pertumbuhan Ekonomi memiliki dampak secara langsung dalam jangka pendek dalam menentukan anggaran Belanja Modal.

2.
Pengaruh pendapatan asli daerah (X2) positif signifikan terhadap belanja modal (Y), hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,003, karena nilai hasil analisis tersebut di bawah 5% (α < 0,05). Hal  ini  berarti  semakin tinggi Pendapatan Asli daerah yang didapatkan oleh Pemerintah Daerah maka semakin meningkat pula Belanja Modal yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan utama Pemerintah Daerah yang berasal dari kekayaan sumber daya daerah itu sendiri. Selain  itu, Pendapatan Asli Daerah merupakan ukuran kemandirian suatu daerah dalam melaksanakan Otonomi Daerah dan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat di daerah.
3.
Pengaruh Dana Alokasi Umum (X3) positif tidak signifikan terhadap belanja modal (Y), hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,647, karena nilai hasil analisis tersebut masih di atas 5% (α > 0,05). 
4.
Pengaruh Dana Alokasi Khusus (X4) negatif tidak signifikan terhadap belanja modal (Y), hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,526, karena nilai hasil analisis tersebut masih di atas 5% (α > 0,05).
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